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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur 

pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Medan, dan Untuk mengetahui apakah kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Medan sudah / belum sesuai akad pembiayaan 

murabahah dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara 

untuk memahami fenomena terkait dengan memberikan pemahaman secara rinci 

tentang fenomena tersebut. Penelitian ini hanya menganalisis sistem dan prosedur 

kredit kepemilikan rumah dengan akad pembiayaan murabahah serta dilengkapi 

dengan melakukan wawancara secara langsung kepada lima (5) orang pegawai 

bagian Account Officer PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan mengenai Sistem 

dan Prosedur pelaksanaan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah untuk 

memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan 

prosedur kredit kepemilikan rumah dengan akad pembiayaan murabahah di PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Medan, memberikan keputusan penilaian permohonan 

kredit kepemilikan rumah dengan prinsip 5C sebagai dasar pertimbangan. 

Tahapan selanjutnya yaitu, prosedur pembiayaan KPR, analisis permohonan KPR, 

persetujuan permohonan pembiayaan KPR, pencairan permohonan pembiayaan 

KPR, dan monitoring dalam pelunasan pembiayaan KPR yang keseluruhan sistem 

dan prosedur KPR ini telah diatur dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 

No.04/DSN-MUI/IV/2000. 

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur KPR, Akad Pembiayaan Murabahah. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine how the system and procedures for giving home 

ownership loans (KPR) at PT. Bank BRI Syariah Medan Branch, and To find out 

whether home ownership loans (KPR) at PT. Medan Branch BRI Syariah Bank 

has / has not been in accordance with murabahah financing agreement with MUI 

DSN Fatwa No.04 / DSN-MUI / IV / 2000. This research method uses a 

qualitative descriptive approach which is a way to understand the related 

phenomena by providing a detailed understanding of the phenomenon. This study 

only analyzes the system and procedures for mortgage loans with murabahah 

financing contracts and is completed by conducting interviews directly with five 

(5) employees in the Account Officer PT. Bank BRI Syariah Medan Branch 

regarding the System and Procedure for implementing Home Ownership Loan to 

strengthen the results of the research. The results of this study indicate that the 

system and procedures for home ownership loans with murabahah financing 

contracts at PT. Bank BRI Syariah Medan Branch, gave a decision to evaluate the 

application for home ownership loans with the 5C principle as a basis for 

consideration. The next stage is, the procedure for KPR financing, analysis of 

KPR applications, approval of KPR financing applications, disbursement of KPR 

financing applications, and monitoring of repayment of KPR financing for which 

all KPR systems and procedures have been arranged and are in accordance with 

MUI DSN Fatwa No.04 / DSN- MUI / IV / 2000 

Keywords: KPR System and Procedure, Murabahah Financing Agreement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari suatu peran lembaga 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tumbuh untuk membantu 

masyarakat dalam menjalankan ekonominya agar dapat meningkatkan taraf hidup 

yang lebih baik. Di Indonesia lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan 

terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan konvensional atau bank umum dan 

perbankan syariah atau juga dikenal sebagai bank Islam. Secara sistem kedua jenis 

perbankan tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun secara fungsi 

umum kedua jenis perbankan tersebut tidak memiliki perbedaan yang jauh, karena 

secara fungsi umum kedua jenis perbankan tersebut sama-sama sebagai lembaga 

perantara didalam masyarakat. 

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-

Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang 

dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 

cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank 

syariah. 

Salah satu produk unggulan pembiayaan di perbankan syariah adalah 

produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang 

mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. 
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Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan atau margin yang disepakati antara bank dan nasabah. 

Saat ini kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat dan juga semakin 

meningkatnya jumlah penduduk yang semakin hari bertambah banyak. Rumah 

merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia selain pangan dan 

sandang. 

Hadirnya pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) disebabkan karena 

permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara cicilan. 

Produk ini dikelola oleh bank konvensional. Akan tetapi, seiring berjalan waktu 

masyarakat menginginkan sebuah produk pembiayaan rumah yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Maka hadirlah produk pembiayaan rumah dengan prinsip syariah 

KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah). 

Pembiayaan perumahan tengah menjadi idola perbankan di Indonesia, 

terbukti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan KPR terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Data KPR bank BRI dan bank BRISyariah 

No Tahun Pembiayaan KPR BRI 
Pembiayaan KPR 

BRISyariah 

1 2014 Rp. 342.121.000.000 Rp. 42.340.000.000 

2 2015 Rp. 365.923.000.000 Rp. 47.113.000.000 

3 2016 Rp. 393.991.000.000 Rp. 55.971.000.000 

4 2017 Rp. 411.422.000.000 Rp. 60.909.000.000 
Sumber : www.ojk.go.id 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya bank 

BRISyariah dan bank BRI mampu mengalami peningkatan dalam hal penyaluran 

dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Namun dari data diatas realisasi 
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pembiayaan KPR bank BRI lebih unggul. Hingga juli 2017 jumlah dana KPR 

bank BRI mencapai Rp. 411.222 triliun dibandingkan dengan KPR BRISyariah 

hanya Rp. 60.909 triliun. Karakteristik utama dari bank konvensional adalah 

membebani bunga kepada debitur, sedangkan pada bank syariah, margin telah 

ditentukan diawal. Hal ini berarti, besarnya cicilan setiap bulan akan tetap dari 

awal sampai masa pembiayaan selesai. Sementara dari sisi penalti, juga terdapat 

perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, 

pelunasan diawal biasanya dikenakan penalti karena dianggap mengurangi potensi 

pendapatan. Sementara pada bank syariah, apabila melakukan pelunasan lebih 

awal dari waktu yang telah ditentukan, tidak dikenakan penalti karena nilai 

transaksi sudah disepakati.  

Namun banyak masyarakat tetap memilih bank konvensional di banding 

bank syariah di karenakan syarat untuk mengajukan pembiayaan yang diberikan 

oleh bank konvensional lebih mudah dari bank syariah. Seperti persyaratan di PT. 

Bank BRISyariah untuk yang mengajukan pembiayaan KPR hanya bagi 

pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja di tempat 

sebelumnya minimal 2 tahun. Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan 

(dokter, dokter spesialis dan bidan). Wiraswasta/pengusaha dengan usaha nasabah 

dalam kondisi aktif dan telah berjalan minimal 5 tahun. Sedangkan di PT. Bank 

BRI tidak memiliki persyaratan seperti itu. 

 PT. Bank BRISyariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia 

yang menjalankan konsep murabahah. Salah satu pembiayaan konsumtif yang 

disalurkan adalah KPR BRISyariah iB. KPR BRISyariah iB adalah Pembiayaan 

kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau 
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keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli 

(murabahah) dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan jumlah 

angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. 

Sistem dan prosedur merupakan bagian yang sangat penting dalam 

keberhasilan usaha dan tercapainya tujuan bank sehingga harus dilakukan dengan 

baik dan benar melalui proses analisis. Sistem dan prosedur yang tanpa dianalisis 

dengan baik akan menyebabkan berbagai permasalahan seperti pembiayaan 

bermasalah (kredit macet). Untuk menghindari kredit macet, bank harus lebih 

dulu menilai dari sisi kualitas nasabah apakah baik atau tidak dalam pengajuan 

pembiayaan. Penilaian nasabah dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung 

dengan calon nasabah dan pengumpulan data-data perlengkapan pembiayaan yang 

telah ditentukan oleh pihak bank. Sistem dan prosedur bermanfaat untuk 

meminimalisir terjadinya kredit macet nasabah yang mengajukan pembiayaan 

sehingga dapat memastikan apakah calon nasabah bisa mengembalikan 

pembiayaan tersebut tanpa menggunakan surat peringatan apabila nasabah sudah 

tidak bisa membayar kewajibannya. 

Dengan adanya produk pembiayaan KPR yang salah satunya bertujuan 

untuk memberikan pemahamaan atas fasilitas pembiayaan kredit pemilikan rumah 

yang nantinya diharapkan akan menjadi salah satu produk pembiayaan konsumen 

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan 

pertumbuhan performa PT. Bank BRISyariah secara signifikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai alur sistem dan prosedur yang 

dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah Cabang Medan dalam menganalisis 
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kelayakan pembiayaan kredit pemilikan rumah sehingga membantu pihak internal 

bank dalam mengambil keputusan serta mengurangi tingkat resiko pembiayaan 

bermasalah. Maka penulis mengambil judul penelitian yaitu, “Analisis Sistem 

dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan 

Murabahah pada PT. Bank BRISyariah Cabang Medan” 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Syarat untuk mengajukan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) di PT. Bank BRISyariah lebih sulit karena tidak semua 

kalangan bisa mengajukan pembiayaan. 

b. Sistem dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak di 

analisis dengan baik akan menyebabkan pembiayaan bermasalah 

atau kredit macet di PT. Bank BRISyariah Cabang Medan. 

2. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya dengan 

menganalisis sistem dan prosedur pelaksanaan KPR periode tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana sistem dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) di  PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan ? 

2. Apakah sistem dan prosedur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan akad 

pembiayaan murabahah ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemberian 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank BRISyariah Cabang 

Medan. 

b. Untuk mengetahui apakah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 

Bank BRISyariah Cabang Medan sudah / belum sesuai dengan 

akad pembiayaan murabahah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan tentang kredit kepemilikan rumah 

(KPR) dengan akad pembiayaan murabahah. 

b. Bagi Universitas 

Dapat menambah literature serta referensi yang dapat dijadikan 

informasi bagi mahasiswa yang mengambil permasalahan yang 

sama. 
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c. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi PT. Bank BRISyariah Cabang Medan, 

khususnya untuk pemberian kredit kepemilikan rumah 

(KPR)dengan akad pembiayaan murabahah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sugiawati yang berjudul 

“Analisis Sistem dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad 

Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Medan” sedangkan penelitian ini 

berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Kredit Ppemilikan Rumah (KPR) dengan 

Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah Cabang Medan”. Dan 

penelitian ini juga merupakan hasil karya saya sendiri melalui pemikiran dan 

beberapa buku referensi yang saya jadikan sebagai pedoman dalam meneliti 

masalah. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah : 

1. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilaksanakan tahun 2009, 

sedangkan penelitian ini tahun 2019 

2. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di BNI Syariah 

Cabang Medan, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008mengenai 

perbankan syariah dimana bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut 

jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah dalam menjalankan 

kegiatannya harus berlandaskan pada dua hal yaitu Al-Quran dan Hadist. 

Bank syariah tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan adanya 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bunga bank dalam 

bank syariah adalah riba, dan riba hukumnya haram (dosa).  

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah dalam Soemitra (2009:61), bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Mohammad (2002) 

dalam buku Manajemen Bank Syariah menyatakan bahwa defenisi Bank 

syariah adalah bank yang aktivitas operasionalnya tidak mengandalkan pada 

bunga dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengoperasiannya disesuaikan 
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dengan prinsip-prinsip syariat islam, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana 

atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional akan dijelaskan 

melalui tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Melakukan hanya investasi yang 

halal menurut hukum islam. 

Melakukan investasi baik yang 

halal maupun haram menurut 

hukum islam. 

2 Memakai prinsip bagi hasil jual 

beli dan sewa. 

Memakai perangkat suku bunga. 

3 Berorientasi fallah (kebahagiaan 

dunia dan akhirat sesuai ajaran 

islam). 

Berorientasi keuntungan. 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan. 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk Kreditur-Debitur. 

5 Penghimpunan dan penyaluran 

dana sesuai dengan fatwa sewan 

pengawas syariah. 

Penghimpunan dan penyaluran 

dana tidak diatur oleh dewan 

sejenis. 
Sumber : Islamic Doctrine on Banking and Insurance, 1980. 

 

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Prinsip-prinsip bank syariah terdiri atas dua sifat yaitu makro dan 

mikro. 

a. Makro, Nilai-nilai makro tersebut meliputi : Kemaslahatan, 

keadilan, sistem zakat, bebas dari riba,bebas dari usaha spekulatif 

(Maysir) dan tidak produktif pada usaha-usaha berkategori 

terlarang (Haram), hal-hal yang meragukan atau gharar, hal-hal 

rusak atau tudak sah (Bathil). 
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b. Mikro, Nilai-nilai mikro yang dimaksud mencakup sifat-sifat mulia 

yang menjadi tauladan dari Rasulullah SAW, Yaitu : Siddiq, 

Tabligh, Amanah, dan Fathonah. 

3. Produk Perbankan Syariah 

Beberapa produk yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain 

a. Titipan atau simpanan. 

1) Al-Wadi’ah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana dimana 

penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. 

Dengan sistem tersebut bank tidak berkewajiban namun 

diperbolehkan untuk memberikan banus kepada nasabah. 

2) Deposito Mudarabah, nasabah menyiman dana di bank dalam 

waktu tertentu. Keuntungan investasi terhadap dana tersebut 

dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil 

tertentu. 

b. Bagi Hasil. 

1) Al-Musyarakah, konsep ini diterapkan pada model partnership 

(joint venture). Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam 

rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi 

berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. 

2) Al-Mudarabah adalah perjanjian antara penyedia modal dan 

penyedia usaha. Setiap keuntungan akan dibagi menurut rasio 

yang sudah disepakati kedua belah pihak. dimana resiko 

kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian 

yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalayan, dan 
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penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, 

kecurangan, dan penyalahgunaan. 

3) Al-Muzara’ah adalah pembiayaan bagi nasabha yang bergerak 

dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil 

dari hasil panen. 

4) Al-Musaqah adalah bentuk lebih sederhana dari muzara’ah, 

dimana nasabah hanya bertanggungjawab atas pemeliharaan 

dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah bagi hasil 

tertentu dari hasil panen 

c. Jual Beli 

1) Bai’al-murabahah, penyaluran dana dalam bentuk jual beli. 

Bank akan memberikan barangyang dibutuhkan pengguna jasa 

lalu dijual kembali ke pengguna jasa dengan harga ditambah 

margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa 

dapat mengangsur barang tersebut. 

2) Bai’as-salam, bank akan memberikan barang yang dibutuhkan 

dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan 

dimuka. Barang yang dibeli harus diukur dengan secara jelas 

dan spesifik dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan 

yang utuh antara kedua belah pihak. 

3) Bai’al-istishna, merupakan bentuk as-salam khusus dimana 

harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara 

angsuran atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat 

masing-masing pembeli dan penjual secara terpisah, tidak 
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seperti as-salam, dimana semua pihak diikat secara bersama-

sama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang 

mengadakan barang bertanggungjawab kepada nasabah atas 

kesalahan pelaksanaan kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan 

jaminan yang timbul ddari transaksi tersebut 

4) Al-ijarah adalah akad pemindahan hak atas guna barang dan 

jasa melalu pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

5) Al-ijarah al-muntahiyah bi-tamlik, sama dengan ijarah yaitu 

akad pemindahan atas guna barang dan jasa melalui 

pembayaran upah sewa namun dimasa akhir sewa, terjadi 

pemindahan kepemilikan atas barang sewa. 

d. Jasa 

1) Al-wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan 

syariah yang merupakan akad perwakilan sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat islam. 

2) Al-hawalah yaitu akad perpindahan, dimana dalam prakteknya 

memindahkan hutang dari taanggungan orang yang berhutang 

menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar 

hutang. 

3) Arrahn, suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang 

merupakan akad gadai. 

4) Al-qardh, salah satu akad yang menberikan pinjaman berupa 

uang atau lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. 



13 
 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yaitu mengacu pada 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan hadits. Dengan 

mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadits maka diharapkan bank syariah dapat 

menghindari praktik-praktik yang mendukung unsur-unsur riba dan 

melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan. 

 

4. Akad Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Murabahah 

Menurut fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. Pengertian Murabahah, yaitu menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Sedangkan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) 59 tentang Akuntasi Perbankan Syariah paragraf 52 

dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan dan margin yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Dewan syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang 

pembiayaan Murabahah sebagaimana yang telah tercantum dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

tertanggal 1 April 2000 adalah sebagai berikut:  

1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah 
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a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 

islam. 

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

d) Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bentuk sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu 

secara jujur harga pokok barang kepada naabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakatitersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 

dengan nasabah. 

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prnsip menjadi milik bank. 
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2) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian suatu barang 

atau aset kepada bank. 

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 

perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus 

membuat kontrak jual beli. 

d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 

rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggun 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya 

kepada nasabah. 

g) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun’ sebagai alternatif dari 

uang muka. 

h) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 

tinggal membayar sisa harga. 
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i) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

3) Jaminan dalam Murabahah 

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pemesanannya. 

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang. 

4) Hutang dalam Murabahah 

a) Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 

Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan hutangnya kepada bank. 

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 

angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh 

angsurannya. 

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 

tetap harus menyediakan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 

kerugian itu diperhitungkan. 

5) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 
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a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutagnya. 

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau 

jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiaban, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

6) Bangkrut dalam Murabahah 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

 

b. Karakteristik Murabahah 

1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa 

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank 

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

nasabah. 

2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau 

tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang 

dipesannya.Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak 

dapat membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang 

telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum 

diserahkan kepada pembeli, makapenurunan nilai tersebut 

menjadi tanggungan penjual dan akanmengurangi nilai akad. 
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3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau 

cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya 

perbedaan dalam haraga untuk cara pembayaran yang berbeda. 

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah: 

a) Mempercepat pembayaran cicilan; atau 

b) Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo 

4) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, 

sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank 

mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu 

merupakan hak nasabah.  

 

c. Landasan hukum Murabahah 

Adapun landasan hukum murabahah adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Al-Qur’an surah al-Baqarah:275 

 

Artinya:  

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
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(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.  

(QS. Al-Baqarah : 275) 

 

2) Menurut surah An-Nisa’: 29 

 

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayangkepadamu. (QS. An-Nisa’: 29) 

 

d. Rukun dan Syarat Murabahah 

Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan 

aturan Islam), perlu diperhatikan rukun jual beli, yaitu adanya: 

1) Penjual (ba’i) 

2) Pembeli (musytari) 

3) Barang yang diperjual belikan (Mabi’) 

4) Harga barang (tsaman)  

5) Pernyataan serah terima (ijab qobul) 

Syarat Murabahah : 

1) Syarat yang berakad (ba’i dan musytari) cakap hukum atau balik 

(dewasa) dan tidak dalam keadaan terpaksa. 
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2) Barang yang diperjual belikan (mabi’) tidak termasuk barang 

yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. 

3) Harga barang (tsman) harus dinyatakan secara transparan (harga 

pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya 

disebutkan dengan jelas. 

4) Pernyataan serah terima (ijab qobul) harus jelas dengan 

menyebutkan spesifik pihak-pihak yang berakad. 

e. Jenis – jenis Murabahah 

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli ddngan keuntungan, hal 

in bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang –barang yang memenuhi 

syarat jual beli mrabahah. Dalam praktek nya oembiayaan murabahah 

diteraoan bank syariah kepada tiga jenis, sesuai dengan peruntukannya 

yaitu: 

1) Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan unuk 

pembelian barang – barang yang akan dgunakan sebagai modal 

kerja. Modal kerja adalah sejens pembiayaan yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk 

modal kerja membuuhkan kehati-hatian terutama bila objek yang 

akan diperjualbelikan tediri dari banyak jenis, sehingga 

dikhawatirkan akan mengalami kesultan terutama dalam menentukan 

harga pokok masing-masing barang. 

2) Murabahah Investasi (MI) , adalah  pembiayaan jangka menengah 

atau jangka panjang yang tujuan untuk pembelian barang modal 
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yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan 

proyek baru. 

3) Murabahah Konsumsi (MK) , adalah pembiayaan perorangan untuk 

tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. 

Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai 

pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan 

yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan 

bangunan tempat tinggal.  

f. Aspek – aspek khusus dalam Murabahah 

1) Hutang dalam Murabahah  

a) Penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitan dengan transaksi 

lain yang dilakukan nasabah dngan pihak ketiga atas barang 

tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut , dia tetap wajib 

membayar hutangnya kepada bank. 

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

c) Jika penjual tersebut merugi, nasabah tetap harus menyelasikan 

hutangnya kepada bank dan tidak boleh meminta kerugian 

tersebut diperhitungkan. 

2) Pengadaan atau pembelian barang 

a) Dilakukan oleh bank sendiri. Diwakilkan kepada nasabah untuk 

membeli. 

b) Dilakukan akad wakalah atau pemberi kuasa sebelum akad 

murabahah. 
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c) Pastikan bahwa objek murabahah belum dimiliki atau belum 

terjadi transaksi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada 

nasabah. 

d) Pastikan terhadap bukti transaksi jual beli atas obejk murabahah 

sesuai dengan tujuan penggunaan di akad pembiayaan 

murabahah. 

3) Penundaan Pembayaran 

a) Nasabah berkemampuan tidak boleh menunda penyelesaian 

hutangnya 

b) Nasabah dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang 

yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dalam akad 

c) Dana hasil denda diperuntukkan sebagai dana sosial   

 

5. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

KPR merupakan salah satu produk yang ditawarkan bank kepada 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau hunian. 

Menurut Hardjono (2008:25) “KPR atau Kredit Pemilikan Rumah 

merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank 

kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah”. 

KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang 

strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang 

semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi 

kemampuan daya beli dari masyarakat. 
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Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan KPR syariah 

terletak pada akadnya. Pada bank konvensional kontrak KPR didasarkan 

pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR 

Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, diantaranya KPR iB Jual Beli (skema 

murabahah), KPR iB sewa (skema ijarah), KPR iB Sewa Beli (skema 

Ijarah Muntahia Bittamlik-IMBT), dan KPR iB Kepemilikan Bertahap 

(musyarakah muntanaqisah). Namun yang banyak ditawarkan oleh bank 

syariah adalah skema jual beli (skema murabahah). 

a. KPR BRI Syariah iB 

KPR BRISyariah iB adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada 

perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan 

hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah 

ditetapkan di muka dan di bayar setiap bulan. Keuntungan KPR Bank 

BRISyariah iB adalah persyaratan yang mudah, proses cepat, dan jangka 

waktu hingga 15 tahun.  

 

b. Tujuan KPR BRI Syariah 

Tujuan KPR BRI Syariah adalah sebagai berikut: 

1) Pembelian properti, terdiri dari pembelian: 

a) Rumah ready stock dan proses pembangunan oleh developer 

(indent) 

b) Rumah bekas/Second 

c) Rumah toko (ruko) dengan syarat tertentu   
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d) Rumah kantor (rukon) dengan syarat tertentu   

e) Apartemen strata title dengan syarta tertentu   

f) Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer 

atau non developer   

2) Pembangunan/renovasi rumah   

a) Bahan bangunan untuk pembangunan   

b) Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi   

3) Take Over/pengalihan pembiayaan KPR, terdiri dari :  Take Over 

lembaga keungan konvensional   

 

c. Manfaat KPR BRISyariah  

Manfaat dari KPR BRISyariah adalah sebagai berikut: 

1) Skim pembiayaan adalah akad jual beli barang (Murabahah) 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakti oleh bank dan nasabah (fixed margin)   

2) Uang muka ringan, minimum 10%   

3) Jangka waktu maksimal 15 tahun   

4) Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu   

5) Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo   

 

d. Jangka Waktu KPR BRISyariah 

Jangka Waktu KPR BRISyariah adalah sebagai berikut:  

1) Minimum 12 bulan                                  

2) Maksimum 15 tahun untk KPR iB yang bertujuan untuk : 
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 Pembelian rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau indent) 

dan rumah bekas pakai (second)   

3) Pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah baru   

4) Maksimum 10 tahun untuk :   

a) Pembelian apartemen   

b) Pembelian rumah toko atau rumah kantor   

c) Pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah   

d) Take Over pembiayaan rumah   

5) Maksimum 5 tahun untuk :  Khusus pada pembiayaan tanah kosong 

sebagai persiapan untuk pembangunan rumah. 

e. Syarat dan Ketentuan KPR Bank BRISyariah 

Syarat dan ketentuan KPR Bank BRISyariah adalah sebagai berikut: 

Persyaratan umum nasabah: 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja 

ditempat sebelumnya minimal 2 tahun. 

3) Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter 

spesialis dan bidan) 

4) Wiraswasta/Pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktif 

dan telah berjalan minimal 5 tahun. 

5) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan 

pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah 

maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/dokter 

spesialis 
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6) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah 

7) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis asuransi jiwa 

8) Membuka rekening tabungan di Bank BRISyariah 

9) Untuk total pembiayaan lebih besar dari 50 juta Rupiah wajib 

menyerahkan NPWP pribadi. 

Persyaratan Dokumen Nasabah: 

1) karyawan dengan hasil tetap 

a) Kartu Tanda Pengenal (KTP) 

b) Kartu Keluarga dan surat nikah 

c) Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji 

d) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir 

e) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta 

2) Wiraswasta 

a) Kartu Tanda Pengenal (KTP) 

b) Kartu Keluarga dan surat nikah 

c) Rekening korang/tabungan 3 bulan terakhir 

d) Laporan keuangan 2 bulan terakhir 

e) Legalitas usaha (akte pendirian berikut perubahan terakhir, 

TDP, SIUP, NPWP) 

f) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta 

3) Profesional 

a) Kartu Tanda Pengenal (KTP) 

b) Kartu Keluarga dan surat nikah 

c) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir 
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d) Izin praktek yang masih berlaku 

e) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta 

Persyaratan Jaminan 

1) Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM) 

2) Izin mendirikan bangunan (IMB) 

3) PBB terakhir   

f. Jaminan KPR BRISyariah 

Jaminan KPR BRISyariah adalah sebagai berikut :  

1) Jaminan utama yang dapat diterima oleh bank adalah bangunan 

yang dibeli atau dibangun atau direnovasi atau ditake over  

2) Sertifikat yang dapat diterima adalah atas nama dan/atau nama 

pasangan kawinnya (tidak diperbolehkan atas nama teman hidup) 

3) Jaminan atas nama nasabah pihak ke 3 yang dapat diterima adalah 

atas nama keluarga inti (orng ua atau anak) dan pihak ke 3 tersebut 

memberikan persetujuan APHT   

4) Persyaratan umum jaminan  

a) Dokumen agunan abash dan lengkap  

b) Dapat diikat sempurna dengan hokum yang berlaku  

c) Mudah diperjual belikan  

d) Dapat diasuransikan  

e) Tidak menjadi agunan pada bank lain  

f) Tidak dalam sengketa  

5) Jaminan dapat berlaku cross collateral, sepanjang memenuhi 

ketentuan collateral coverage  
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6) Nilai appraisal bank adalah nilai pasar wajar  

7) Tanah yang dapat diterima sebagai jaminan adalah tanah dengan 

sertifkat hak miik (HM) atau hak Guna bangunan (HGB)  

8) Untuk tanah dengan SHGB berlaku syarat sertifikat yang 

dijaminkan belum jatuh tempo pembiayaan   

9) Nilai Hak Tanggungan adalah 125% dari plafon tau maksimum 

sebesar market value jaminan  

10) Untuk pembiayaan dengan jaminan dana sendiri (cash collateral) 

minimal collateral 117% dan diperkenankan untuk tidak dlakukan 

analisa kualitatif dan kuantitatif. 

 

6. Sistem dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Pemberian pembiayaan kepada seorang calon debitur agar dapat 

dipertimbangkan, terlebih dahulu harus memenuhi karakteristik persyaratan 

yang dikenal dengan prinsip 5 C. Kelima karakteristik  tersebut adalah: 

1) Character 

Untuk mengetahui sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya,hal 

ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara 

hidup atau gaya yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial 

standingnya. 
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2) Capital 

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon penerima 

kredit atau pembiayaan mengelola modalnya yang bisa dilihat dari 

laporan keuangannya. 

3) Capacity 

Untuk mengetahui kemampuan calon penerima kredit atau nasabah 

baik dari segi pengetahuannya (pendidikan) dalam berbisnis dan 

menjalani usahanya selama ini, sehingga bisa diketahui tingkat 

kemampuannya dalam megembalikan atau melunasi kewajibannya 

kepada bank. 

4) Collateral 

Merupakan analisis pada jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penilaian ini meliputi 

jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. 

5) Condition 

Kondisi perekonomian dan politik sekarang pun harus diperhatikan 

agar prospek usaha yang akan dibiayai sesuai dengan yang 

diharapkan dimasa yang akan datang. 

 

Menurut Mulyadi (2010:4) Sistem adalah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Sedangkan Prosedur adalah suatu urusan kegiatan klerikal 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi. 

Konsep dasar sistem secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain. 

2) Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukannya. 

3) Bersama-sama dalam mencapai tujuan. 

4) Memiliki input dan output. 

5) Terdapat proses yang merubah input menjadi output. 

6) Terdapat aturan. 

7) Terdapat subsistem yang lebih kecil. 

8) Terdapat deferensiasi antar subsistem. 

9) Terdapat tujuan yang sama meskipun mulanya berbeda. 

Karakteristik Prosedur yang dikemukakan Mulyadi, menyatakan bahwa: 

1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik. 

3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung 

jawab. 

5) Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan 

 

Menurut Zulkifli (2007:147) ada beberapa tahapan dalam 

memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu : 

1) Prosedur pembiayaan, secara formal prosedur permohonan 

pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer 

bank, namun dalam implementasikannya permohonan dapat 

dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk mengetahui ditindak 

lanjuti permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha 

dimaksud layak dibiayai. 

2) Analisis permohonan, data yang diperlukan oleh officer bank 

didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk 

mendukung data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan 

investigasi antara lain dapat dilakukan kunjungan lapangan dan 

wawancara. Proses investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali 

untuk meyakinkan data yang diberikan nasabah. 

3) Persetujuan Pembiayaan, yaitu proses penentuan disetujui atau 

tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga 

tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai 
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komite pembiayaan. Selanjutnya pengumpulan data tambahan,yaitu 

dimana dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diperoleh dari 

disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini 

merupakan hal ynga penting dan merupakan indikasi utama tindak 

lanjut pencairan dana. Tindakan selanjutnya setelah semua 

persyaratan dipenuhi adalah proses pengikat, baik pengikat 

pembiayaan maupun pengikat jaminan. 

4) Pencairan permohonan, sebelum melakukan proses pencairan, 

maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan 

yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada 

proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, 

maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.  

5) Monitoring, bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan 

ini maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai saat 

pencairan dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan 

memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis yang 

dibuat sebelumnya. Apabilaterjadi tidak tercapainya target, maka 

officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. 

Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung ‘’turun’’ ke 

lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama 

yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advis 

penyelesaian masalah. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama/ 

Tahun 
Judul 

Model 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. 

 

Sugiawati 

(2009) 

Analisis 

Kredit 

Kepemilikan 

Rumah 

(KPR) 

Dengan Akad 

Pembiayaan 

Murabahah di 

BNI Syariah 

Cabang 

Medan 

 

Deskriptif  Hasil penelitian 

menunjukkan  kredit 

kepemilikan rumah 

(KPR) telah sesuai 

dengan akad 

pembiayaan 

murabahah dan 

analisis 5 C sebagai 

dasar pertimbangan 

pemberian kredit 

kepemilikan rumah 

(KPR) di BNI Syariah 

Cabang Medan. 
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2.  Fitri 

Hidayati 

(2014) 

Studi 

Analisis 

Akad 

Pembiayaan 

Murabahah 

Terhadap 

Kredit 

Kepemilikan 

Rumah 

(KPR) di 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Jember 

Kualitatif  Hasil penelitian ini 

adalah pertama, 

aplikasi produk 

murabahah pada 

pembiayaan hunian 

syariah di Bank 

Muamalat Indonesia 

Cabang Jember telah 

berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

sesuai dengan aspek 

kepatuhan syariah, 

berlandaskan pada 

buku panduan produk 

pembiayaan hunian 

syariah Bank 

Muamalat. Kedua, 

Cara penyajian 

maupun pelaporan 

akuntansi pada 

pembiayaan 

murabahah yang 

diterapkan oleh PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia Cabang 

Jember telah sesuai 

dengan PSAK 102. 

3.  Wasilatul 

Aliah 

(2010) 

Preferensi 

Nasabah 

Terhadap 

Kredit 

Pemilikan 

Rumah 

(KPR) 

Syariah 

(Studi Pada 

Bank BTN 

Syariah 

Cabang 

Bogor)  

Deskriptif Hasil perhitungan 

penelitiaan ini bahwa 

Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

preferensi nasabah 

dengan pelayanan dan 

sistem operasional 

yang diberikan oleh 

KPR Syariah. Artinya 

semakin bagus 

pelayanan dan sistem 

operasional yang 

diberikan oleh KPR 

Syariah maka akan 

semakin tinggi pula 

tingkat preferensi 

nasabah terhadap KPR 

Syariah.  
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4.  Eki 

Wulandari 

(2016) 

Analisis 

Terhadap 

Pembiayaan 

KPR BRI 

Syariah iB 

dengan Akad 

Murabahah di 

BRI Syariah 

Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Pati Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan KPR BRI 

Syariah iB adalah sah 

secara hukum islam 

karen telah memenuhi 

rukun murabahah dan 

Fatwa DNS MUI 

N0.4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah. 

5. Reginaldi 

(2008) 

Analisis 

Akad 

Pembiayaan 

Murabahah 

Perumahan 

KPR Syariah 

pada BTN 

Syariah 

Menurut 

Perikatan 

Islam 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

akad pembiayaan 

murabahah perumahan 

diperbolehkan menurut 

hukum perikatan islam 

sepanjang objek 

pembiayaan 

murabahah tidak 

bertentangan dengan 

syariat islam. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Perbankan di Indonesia merupakan bentuk dari kemajuan perekonomian 

yang ada di indonesia. Lembaga keuangan membantu menjalankan ekonominya 

untuk taraf hidup yang lebih baik kedepannya, seperti kemudahan masyarakat 

untuk memiliki hunian dengan kemudahan yang ditawarkan pihak bank. 

Perbankan dalam sistem syariah pun mengambil bagian tersendiri untuk 

memajukan perekonomian negara, dengan menampilkan kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki. Salah satunya adalah PT. Bank BRISyariah yang menawarkan 

sistem pembiayaan rumah secara syariah yang menjamin kemudahan dan 

keringanan dalam proses kepemilikannya melalui Akad Murabahah yang 

peraturannya sesuai dengan proses/tata cara kredit pemilikan rumah (KPR). 
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Dengan melalui sistem dan prosedur yang diharapkan mampu menjadi pilihan 

bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan rumah dengan cara baik 

sesuai dengan syariat islam.  

Sebuah sistem dan prosedur pasti memiliki ke kurangan yang 

menjadikannya suatu hal yang perlu dianalisis dalam pemberian kredit kepada 

calon nasabahnya. Menilai dari sistem dan prosedur yang dimiliki bank syariah 

dapat dilihat dari 5 sistem yang menjadi penilai, mulai dari karakter calon nasabah 

sampai ke kondisi yang dimiliki untuk kemudahan pihak bank 

mempertimbangkan calon nasabahnya untuk melakukan pengkreditan di bank 

tersebut. 

Selain sistem, tahap prosedur juga menjadi pelengkap data bagi bank dari 

calon nasabahnya untuk melakukan proses persetujuan calon nasabah ke nasabah 

agar segala sesuatu yang dibutuhkan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan 

lengkap, dimulai dari prosedur pembiayaan sampai pihak bank memonitori 

pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabanhya yang dimana sistem dan 

prosedur yang dimiliki PT. Bank BRISyariah sudah sesuai dengan dengan dasar 

hukum yang berlaku. Dilihat dari penjelasan diatas, maka berikut Kerangka 

Pemikiran yang saya miliki: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sistem dan Prosedur Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 

Bank BRISyariah Cabang Medan 

dengan Prinsip 5C . Berikut  

Prosedur Pembiayaan KPR: 

1. Analisis permohonan 

KPR, 

2. Persetujuan 

permohonan 

pembiayaan KPR, 

3. Pencairan permohonan 

pembiayaan KPR, 

4. Dan monitoring dalam 

pelunasan pembiayaan 

KPR 

Analisis Sistem dan Prosedur 

Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR) dengan Akad 

Murabahah Pada PT. Bank 

BRI Syariah Cabang Medan 

Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) 

 

PT. Bank BRISyariah 

Cabang Medan 

 

 

 

Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini berbentuk deskriptif  kualitatif 

yang hanya membahas satu variabel saja yaitu menganalisis sistem dan prosedur 

kredit kepimilikan rumah dengan akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Medan sebagai variabel bebas dan tidak 

mengkaitkannya dengan variabel lain. Menurut Sanusi (2012:115) “Penelitian 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi”. dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan deskriptif 

kualitatif adalah penelitian cara untuk memahami fenomena terkait yang terjadi 

dengan harapan dapat memberikan pemahaman secara rinci tentang fenomena 

yang diteliti. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 

Medan yang beralamat di  Jl. S. Parman No.250E/8. Waktu penelitian 

direncanakan Mei 2018 sampai dengan Februari 2019. 
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Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian. 

No 

Kegiatan 

Penelitian 

Jun    

2018 

Jul-

Okt 

2018 

Nov 

2018 

Des 

2018 

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Maret 

2019 

1 Pengajuan 

 Judul 
              

2 Penyusunan  

Proposal 
              

3 Seminar 

Proposal 
              

4 Perbaiki/ACC 

Proposal 
              

5 
Riset   

       6 Pengolahan 

Data 
              

7 Penyusunan 

Skripsi 
              

8 Bimbingan 

Skripsi 
              

9 
Meja Hijau 

              

Sumber : Penulis,2019 

 

C. Jenis dan Sumber Data. 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder, Muhammad Teguh (2005:122) mendefinisikan data primer 

dan sekunder sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli tanpa perantara. Dalam hal ini, data yang 

diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mengenai 

keterangan tentang sistem dan prosedur kredit kepemilikan rumah 

(KPR) dengan akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank BRI 

Syariah Cabang Medan. 
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b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini, berupa 

dokumen-dokumen perusahaaan seperti struktur organisasi, sejarah 

perusahaan, dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Data diatas bersumber 

dari PT. Bank BRISyariah Cabang Medan Jl. S. Parman No.250E/8. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

focus dalam suatu penelitian. Ada beberapa macam variabel, namun dalam 

penelitian ini hanya menggunakan satu variabel. Sesuai dengan variabel 

bebas pada penelitian ini yaitu sistem dan prosedur kredit kepemilikan 

rumah (KPR) dengan akad pembiayaan murabahah. 

 

2. Definisi Operasional 

Berikut definisi operasional dari penelitian ini: 

Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi Indikator  

a. Sistem dan 

Prosedur 

Kredit 

Kepemilikan 

Rumah PT. 

Bank BRI 

Syariah 

Cabang 

Medan. 

 

a. Sistem yang terdiri 

dari seluruh tahapan 

proses kegiatan 

klerikal untuk 

mempermudah 

tercapainya 

persetujuan kredit 

kepemilikan rumah.  

 

a. Sistem dan Prosedur KPR 

(permohonan pembiayaan 

KPR, analisis permohonan 

KPR, persetujuan 

permohonan pembiayaan 

KPR, pencairan 

permohonan pembiayaan 

KPR, dan monitoring 

dalam pelunasan 

pembiayaan KPR).  
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b. Syarat pengajuan 

pembiayaan yang terdiri 

dari prinsip 5C (caracter, 

capital, capacity, colateral, 

condition) 

 

b. Akad 

pembiayaan 

Murabahah. 

a. Murabahah adalah 

akad jual beli satu 

barang dengan 

menegaskan harga 

belinya kepada 

pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan 

harga yang lebih 

sebagai margin, yang 

telah disepakati oleh 

penjual dan pembeli. 

a. Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Murabahah 

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2019 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung di PT. Bank BRISyariah 

Cabang Medan. 

2. Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 5 orang 

pegawai bagian account officer yang terkait dengan pelaksanaan 

pembiayaan murabahah. 

3. Dokumentasi 

Yaitu digunakan dalam mengumpulkan data sekunder. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian meliputi 3 langkah, yaitu: Persiapan, 

Tabulasi, dan Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Dilihat dari 
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permasalahan serta teknik pengumpulan data diatas, maka teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan serta 

menganalisa hasil data diluar angka yang didapat dari lapangan atau investigasi 

secara langsung di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Medan. Secara 

jelas, dan rinci melalui pengumpulan data yang telah dilakukan untuk mendapat 

hasil yang akurat sesuai dengan yang diharapkan. 

Teknik analisis ini meliputi mengolah data riset berupa wawancara dari 

sampel yang sudah ditentukan, menilai indikator per indikator penelitian lalu 

dibandingkan dengan data asli berupa jumlah KPR yang terdaftar di PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan. Dapat diketahui hasilnya sesuai dengan tujuan 

penelitian yang saya lakukan. Dan hasil penelitian ini akan saya jabarkan secara 

rinci guna mendapatkan hasil yang jelas kebenarannya mengenai kredit 

kepemilikan rumah (KPR) dengan akad pembiayaan murabahah pada PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Umum PT. Bank BRI Syariah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT. Bank BRI Syariah merubah 

kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian 

diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah 

dengan prinsip syariah.  

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat 

terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 
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digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang 

merah. 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank 

BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 

2009. Penandatangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.  

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan asset PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada 

segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi 

bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan 

perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor 

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada 

kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer 

berdasarkan prinsip Syariah. 
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2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah 

a. Visi  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna.  

b. Misi  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi 

beragam kebutuhan finansial nasabah.  

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan dimana pun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran  

. 

3. Struktur Organisasi 

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan 

danditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

denganmerencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai 

dengan kondisidan kebutuhan organisasi. Agar tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai,maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi harus 

mengetahui danmengerti akan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. 

Untukmenggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur 

organisasimaka harus ada struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur 
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organisasi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan adalah sebagai 

berikut:  

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan 

4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi 

sebagian maupun keseluruhan kebutuhan hunian dengan menggunakan 

prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya dapat dilakukan 

secara angsuran dengan ketentuan jumlah angsuran telah ditetapkan dimuka 
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dan dibayar setiap bulannya. Berikut syarat dan ketentuan KPR di PT. Bank 

BRISyariah : 

a. Syarat dan Ketentuan KPR BRISyariah 

Persyaratan umum nasabah   

1) Warga Negara Indonesia 

2) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja 

minimal 2 tahun. 

3) Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter 

spesialis dan bidan) 

4) Wiraswasta/Pengusaha dengan usaha nasabah dalam kondisi aktif 

dan telah berjalan minimal 5 tahun. 

5) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan 

maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk 

wiraswasta dan prefesional   

6) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah 

7) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis asuransi jiwa 

8) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan di Bank 

BRISyariah 

9) Untuk total pembiayaan lebih besar dari 50 juta Rupiah wajib 

menyerahkan NPWP pribadi. 

Persyaratan Dokumen Nasabah   

1) Karyawan dengan hasil tetap  

a) Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
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b) Kartu keluarga dan surat nikah   

c) Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji   

d) Rekening koran/tabungan 3 bulan akhir   

e) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta   

2) Wiraswasta 

a) Kartu tanda pengenal (KTP) 

b) Kartu keluarga dan surat nikah   

c) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir   

d) Laporan keuangan 2 bulan terakhir   

e) Legalitas usaha (akte pendirian berikut perubahan terakhir, 

TDP, SIUP, NPWP)   

f) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta   

3) Profesional   

a) Kartu Tanda Pengenal (KTP)   

b) Kartu keluarga dan surat nikah   

c) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir   

d) Izin praktek yang masih berlaku   

e) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta 

Persyaratan Jaminan   

1) Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM)   

2) Izin mendirikan bangunan (IMB)   

3) PBB terakhir    
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b. Fitur KPR BRISyariah 

Fitur-fitur KPR BRISyariah iB yang ditawarkan oleh BRISyariah 

adalah sebagai berikut: 

1) Plafon pembiayaan / kredit  

a) Minimal Rp. 25.000.000,-   

b) Maksimal Rp. 3.500.000.000,-   

2) Bank Finance (Pembiayaan Bank)   

a) Pembelian rumah  

(1) Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau nilai 

pasar yang ditetapkan penilai jaminan bank atau harga jual 

rumah, mana yang lebuh rendah   

(2) Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai 

jaminan bank)   

3) Pembangunan rumah   

a) Maksimum 80% dari rencana anggaran biaya   

b) Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal selama 6 

bulan 

4) Renovasi rumah   

a) Maksimum 100% dari rencana anggaran biaya selama tidak 

lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan   

b) Penarikan secara bertahap berdasrkan progres, maksimal 6 

bulan   
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5) Take over pembiayaan rumah   

100% dari Outstanding pembiayaan bank konvensional/bank 

syariah/ atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan 

bank (mana yang terendah) 

6) Pembiayaan tanah  

a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 

(developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan 

bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus 

dengan developer yang sudah bekerjasama dengan bank   

b) Maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai 

jaminan bank untuk yang diluar perumahan/real state   

7) Pembiayaan apartemen   

a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 

(developer) yang sudah dikerjasamakan dengan bank  

b) Maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilain jaminan 

bank   

8) Pembelian ruko/rukan   

a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 

(developer) yang sudah dikerjasamakan dengan bank   

b) Maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilain jaminan 

bank 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, disertai 

dengan permintaan masyarakat mengenai keringanan atas kepemilikan 

rumah tersebut, dan didasari dengan kebutuhan produk pembiayaan rumah 
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yang memiliki prinsip syariah, maka hadirlah produk pembiayaan rumah 

dengan prinsip KPR Syariah.  

Berikut perbedaan data kredit pemilikan rumah (KPR) di bank 

Konvensional dan bank Syariah : 

Tabel 4.1 Perbedaan Data KPR Konvensional dan Syariah 

No Tahun Pembiayaan KPR Konvensional Pembiayaan KPR Syariah 

1 2014 Rp. 342.121.000.000 Rp. 42.340.000.000 

2 2015 Rp. 365.923.000.000 Rp. 47.113.000.000 

3 2016 Rp. 393.991.000.000 Rp. 55.971.000.000 

4 2017 Rp. 411.422.000.000 Rp. 60.909.000.000 
Sumber : www.ojk.go.id 

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara 

pembiayaan kredit pemilikan rumah antara bank konvensional dengan bank 

syariah. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat masih 

memilih bank konvensional untuk melakukan kredit pemilikan rumah.     

5. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) PT. Bank BRISyariah Cabang Medan 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil wawancara  peneliti dengan 

lima (5) pegawai bagian Account Officer mengenai sistem pemberian kredit 

pemilikan rumah yang dilakukan di PT. Bank BRISyariah Cabang Medan, 

antara lain: 

a. Syarat Pembiayaan KPR  

Untuk menilai karakteristik calon nasabah yang mengajukan 

permohonan pembiayaan kredit pemilikan rumah, pihak bank PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan menggunakan analisis prinsip 5C sebagai alat 

ukurnya. 
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1) Character 

Character adalah keadaan, watak, atau sifat dari calon penerima 

pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan 

usaha. Untuk mengetahui karakter calon penerima pembiayaan maka, 

dilakukannya wawancara dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh pegawai bidang pembiayaan maka secara garis besar 

dapat diketahui karakter calon penerima pembiayaan. PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan juga mencari informasi melalui Bank 

Indonesia Checking atau melihat apakah calon penerima pembiayaan 

memiliki hutang di bank lain atau mempunyai kredit macet, mengecek 

langsung kepada atasan calon nasabah diperusahaannya bekerja atau 

mengecek melalui rekan bisnis calon nasabah apabila menggunakan 

non fix income. Pegawai bidang pembiayaan dapat meneliti apakah 

calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau 

tidak. Untuk itu Pegawai bidang pembiayaan juga dapat meneliti 

biodata dan informasi dari lingkungan usaha calon debitur. Informasi 

dari lingkungan usaha calon debitur dapat diperoleh dari supplier dan 

customer dari debitur (jika seorang wirausaha). Selain itu dapat pula di 

peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh 

dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya 

dapat diakses oleh pegawai bank bidang pembiayaan dengan 

menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online 

dengan Bank Sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang 

menyertai permohonan kredit pemilikan rumah, juga perlu diketahui 
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pula track record dari permohonan kredit dari berbagai sumber yang 

dapat dijadikan referensi oleh analis pegawai pembiayaan bank. 

2) Capital  

Capital merupakan modal atau penghasilan yang dimiliki ataupun 

yang diterima oleh penerima pembiayaan. Untuk menghitung 

penghasilan minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat 

diterima, maka cicilan kredit pemilikan rumah haruslah minimal 35% 

dari pendapatan gaji atau usaha setelah dipotong kredit dari bank lain. 

3) Capacity  

Capacity merupakan kapasitas calon penerima pembiayaan dalam 

mengelola kemampuan pelunasan kredit pemilikan rumah hingga 

mampu memenuhi kewajibannya bagi calon penerima pembiayaan yang 

pada umumnya bekerja diperusahaan maka, perusahaan dan jabatan 

tempat bekerja calon nasabah juga menentukan dalam penerimaan 

permohonan pembiayaan. Untuk mengukurnya, pegawai pembiayaan 

dapat meneliti kemampuan debitor dalam bidang manajemen, 

keuangan, pemasaran, dan lain-lain. 

4) Collateral  

Collateral merupakan jaminan untuk menjamin kelangsungan 

pembayaran angsuran. Jaminan harus mampu memenuhi pelunasan 

pembiayaan dan jaminan tersebut bersifat mudah cair dalam artian 

mudah untuk dijual kembali. Dalam hal ini yang menjadi jaminan 

adalah surat hak milik (SHM) dari rumah yang dibeli dengan penilaian 

apakah rumah tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak,  berada 
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diposisi yang strategis atau tidak, akses masuk rumah mudah dijangkau, 

tidak berada di daerah daerah saluran udara tekanan ekstra tinggi, dan 

tidak berada dekat dengan pemakaman umum. Biasanya nilai jaminan 

lebih tinggi dari jumlah nilai KPR. Bank harus pandai menilai atau 

melakukan transaksi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur 

yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian 

akibat dari debitur yang tidak bisa melunasi pembiayaan tersebut. 

Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari nilai KPR. 

5) Condition  

Condition merupakan situasi politik, sosial, ekonomi dan budaya 

yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada 

suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan atau tempat calon 

penerima pembiayaan bekerja. Sehingga staff pembiayaan harus benar-

benar selektif dalam menganalisis perusahaan serta mengetahui masa 

kerja yang dijalani calon nasabah. Selain itu, kondisi ekonomi yang 

perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, 

persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain 

sebagainya. 

Yang sangat diperhatikan dalam analisis 5C adalah karakter bila calon 

penerima pembiayaan memiliki karakter dan gaya hidup yang buruk  

walaupun memiliki penghasilan yang cukup maka permohonan pembiayaan 

dapat ditolak, begitu pula jika jaminan yang besar namun tidak diikuti 

dengan kemampuan untuk membayar angsuran maka permohonan 

pembiayaan juga akan ditolak. Setelah analisis 5C dilakukan dan data di 
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input kemudian data calon penerima pembiayaan akan kembali ditinjau 

untuk dinilai dalam prosedur kredit pemilikan rumah. 

Berikut ini merupakan ringkasan hasil wawancara  peneliti dengan 

lima (5) pegawai bagian Account Officer mengenai prosedur pemberian 

kredit pemilikan rumah yang dilakukan di PT. Bank BRISyariah Cabang 

Medan : 

b. Sistem dan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah 

Secara formal, sistem dan prosedur permohonan pembiayaan 

dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank, namun dalam 

implementasinya permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, 

kemudian ditindaklanjuti permohonan tertulis jika menurut officer bank 

permohonan tersebut layak untuk dibiayai. Berikut tahapan prosedur 

pembiayaan kredit pemilikan rumah dimulai dari permohonan yang dilakukan 

oleh nasabah hingga persetujuan permohonan pembiayaan kredit pemilikan 

rumah. 

 
Sumber : PT.Bank BRI Syariah , 2018 

Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di 

PT.BRISyariah Cabang Medan 
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1) Permohonan Kredit Pemilikan Rumah 

Permohonan KPR berupa pengajuan pembiayaan dimana calon 

nasabah datang ke PT. Bank BRISyariah Cabang Medan dengan 

melengkapi dokumen atau persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi 

formulir aplikasi. Kemudian, calon nasabah mengajukan proposal 

pembiayaan untuk kemudian dilakukan analisa data calon nasabah. 

Pengumpulan data tersebut akan dicek keaslian dokumen lalu kemudian di 

stempel oleh account officer dan tahap selanjutnya dilakukan interview atau 

wawancara terhadap calon nasabah.  

Kemudian account officer melakukan permohonan BI checking, yaitu 

permohonan pemeriksaan mengenai status ekonomi calon nasabah apakah 

memiliki kredit bermasalah dengan bank lain. Serta menilai jaminan yang 

diberikan oleh calon nasabah kepada finansing support unit kerja. Jika 

account officer sudah melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah, dengan 

memastikan kebenaran tentang pendapatan gaji calon nasabah, menghitung 

RPC calon nasabah dan melakukan analisis kualitas calon nasabah 

mengenai pendidikan terakhir, jenis dan nama perusahaan, pengalaman dan 

lama bekerja, status pegawai, tingkat jabatan, hubungan dengan bank lain, 

serta kekayaan yang dimiliki. Dimana proses ini akan menjadi bahan 

pertimbangan pihak perusahaan apakah permohonan tersebut diterima atau 

tidak.  

2) Persetujuan Permohonan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

Persetujuan permohonan pembiayaan adalah persetujuan yang 

dilakukan setelah pemeriksaan BI Checking calon nasabah, pemeriksaan 
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atau penilaian jaminan oleh Apraisal, investigasi tempat bekerja calon 

nasabah yang meliputi cek lokasi kerja, status kerja, pendapatan, jabatan. 

Setelah melaksanakan pemeriksaan tersebut, maka komite PT. Bank 

BRISyariah melakukan presentasi persetujuan proposal dan pembiayaan 

bisa dicairkan. 

3) Pencairan Permohonan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

Proses pengikatan berisi tentang tanda tangan akad pembiayaan yang 

berisi perjanjian pembiayaan dan akta jual beli (AJB) dan setiap 

pelaksanaan penandatanganan wajib didokumentasikan serta dituangkan 

dalam bentuk perjanjian tertulis. Setelah semua syarat terpenuhi dan sudah 

disetujui maka bisa langsung dilaksanakan akad atau ijab qabul. Pencairan 

pembiayaan kredit pemilikan rumah PT. Bank BRISyariah Cabang Medan 

dilakukan oleh Bank kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ketika 

sudah terjadi akad nasabah wajib membayar uang muka yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Lama waktu yang dibutuhkan oleh PT. 

Bank BRISyariah Cabang Medan dalam memproses persetujuan 

permohonan pembiayaan kredit pemilikan rumah adalah lebih kurang 14 

Hari kerja. 

 

4) Monitoring  

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian 

pendapatan usaha yang dimiliki sebelumnya. Apabilla tidak terjadi 

pencapaian minimal pendapatan usaha, maka officer bank harus segera 

melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan ini dapat berupa kunjungan 

langsung dengan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang 
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dialami oleh nasabah sehingga diketahui sebab mengenai penundaan yang 

dilakukan nasabah dalam memberikan angsuran untuk kemudian 

memberikan advis penyelesaian masalah. 

 

B. Pembahasan  

Untuk memudahkan dalam membahas hasil penelitian ini, berikut 

disajikan tabel hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kesesuaian Sistem dan Prosedur Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT.BANK BRI SYARIAH CABANG 

MEDAN Dengan FATWA DEWAN SYARIAH (DSN) No.4/DSN-

MUI/IV/2000 

Sistem dan 

Prosedur Kredit 

Pemilikan Rumah 

(KPR) Pada 

PT.Bank Bri 

Syariah Cabang 

Medan 

 

 

Deskripsi 

 

Komponen 

Fatwa Dewan 

Syariah (DSN) 

No.4/DSN-

MUI/IV/2000 

 

 

Hasil Analisis Berdasarkan Fatwa 

Dewan Syariah (DSN) No.4/DSN-

MUI/IV/2000 

 

 

Sesuai 

 

 

Tidak Sesuai 

1. Analisis 

Permohonan 

Kredit 

Pemilikan 

Rumah 

1. calon nasabah 

melakukan 

pengajuan 

pembiayaan 

dengan datang 

langsung ke PT. 

Bank BRISyariah 

Cabang Medan 

dengan 

melengkapi 

dokumen formulir 

aplikasi. 

2. pengecekan 

keaslian 

dokumen. 

3. proses BI 

Checking. 

4. menilai 

jaminan nasabah 

kepada financing 

support. 

5. evaluasi 

1. nasabah 

mengajukan 

permohonan dan 

janji pembelian 

suatu barang 

atau aset kepada 

bank 

2. adanya harga 

dan barang yang 

diperjualbelikan. 

Jika bank 

menerima 

permohonan 

tersebut, maka 

calon nasabah 

harus membeli 

aset tersebut 

sesuai dengan 

janji yang telah 

disepakati. Bank 

dibolehkan 

meminta 
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kelayakan calon 

nasabah 

berdasarkan 

kemampuan 

finansial, status 

pekerjaan, 

hubungan dengan 

bank lain, serta 

kekayaan yang 

dimiliki. 

nasabha untuk 

membayar uang 

muka saat 

menandatangani 

akad awal 

pemesanan. 

3. adanya 

pernyataan serah 

terima 

4. tidak dalam 

keadaan terpaksa 

5. barang yang 

diperjualbelikan 

tidak termasuk 

barang haram 

6. jenis dan 

jumlahnya jelas 

7. harga barang 

harus dinyatakan 

secara 

transparan 

mengenai harga 

pokok, 

komponen 

keuntungan, cara 

pembayaran 

yang jelas 

8. pernyataan 

serah terima/ijab 

qabul secara 

jelas dengan 

pihak-pihak 

yang berakad 

9. nasabah yang 

memiliki 

kemampuan 

pembayaran, 

tidak dibenarkan 

menunda-nunda 

pembayaran 

hutangnya. Jika 

salah satu pihak 

tidak 
menunaikan 

kewajiban, maka 

penyelesaian 

masalah 

2. Persetujuan 

Permohonan 

Pembiayaan KPR 

PT.Bank Bri 

Syariah Cabang 

Medan 

melakukan 

presentasi 

persetujuan 

proposal dan 

pembiayaan bisa 

dicairkan. 

 

 

 

 

  

 

3. Pencairan 

Permohonan 

Pembiayaan KPR 

Prosedur 

pencairan ini 

dilakukan dengan 

proses pengikatan 

yang berisi 

tentang tanda 

tangan akad 

pembiayaan yang 

berisi perjanjian 

pembiayaan dan 

akte jual beli 

(AJB) dan 

didokumentasikan 

serta dituangkan 

dalam bentuk 

perjanjian tertulis. 

Setelah semua 

syarat terpenuhi 

dan disetujui, 

maka 

dilangsungkan 

akad/ijab qabul. 

Nasabah wajib 

membayar uang 
muka yang telah 

disepakati oleh 

kedua belah 

pihak. 
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4. Monitoring 

dalam Pelunasan 

Pembiayaan KPR 

Memantau 

realisasi 

pencapaian 

pelunasan 

pembiayaan. 

Apabila terjadi 

kendala dalam 

pelunasan maka 

bank dapat 

melakukan 

kunjungan 

langsung kepada 

nasabah sehingga 

diketahui sebab 

mengenai 

penundaan 

pelunasan unutk 

kemudian 

memberikan 

solusi 

penyelesaian 

masalah tersebut. 

dilakukan 

melalui badan 

arbitrasi syariah 

jika tidak 

mencapai 

kesepakatan 

melalui 

musyawarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data Diolah, 2019. 

Kredit kepemilikan rumah (KPR) merupakan pembiayaan murabahah yang 

bersifat konsumtif, bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli rumah, 

tanah kavling, atau untuk merenovasi rumah yang diperlukan calon nasabah 

kemudian dibayar kembali saat jatuh tempo dengan cara cicilan dan batas 

maksimal cicilan selama 15 tahun. Pada saat melaksanakan akad pembiayaan 

kredit pemilikan rumah (KPR), diakui dengan sebesar pokok pembiayaan yang 

diberikan dan keuntungan yang telah disepakati. Keuntungan ini disebut margin 

yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnya margin ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara calon nasabah dan PT. Bank BRISyariah Cabang 

Medan dengan besarnya margin 1-5 Tahun 12,5%, 6-10 Tahun 13%, 11-15 Tahun 

13,75%. 
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Dalam pembiayaan ini pihak bank telah bekerjasama dengan developer 

sebagai suplier (penyedia rumah) sehingga, nasabah bisa langsung membayar 

uang muka. Dalam hal permohonan pembiayaan, dan pemenuhan syarat-syarat 

kredit pemilikan rumah, nasabah dibantu oleh pihak developer, namun nasabah 

juga dapat mengurus sendiri permohonan pembiayaannya. Melalui akad 

pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual, penerima pembiayaan sebagai 

pembeli adanya harga dan barang yang diperjual belikan, dan adanya pernyataan 

serahterima maka telah memenuhi rukun akad pembiayaan murabahah. Artinya, 

harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa serta, barang yang 

diperjualbelikan tidak termasuk barang haram, jenis dan jumlahnya jelas, harga 

barang harus dinyatakan secara transparan baik mengenai harga pokok dan 

komponen keuntungan, cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, cara 

pernyataan serah terima atau ijab qabul secara jelas dengan menyebutkan secara 

rinci pihak-pihak yang berakad. Hal ini sesuai dengan syarat akad pembiayaan 

murabahah. Sebagai pihak penjual, bank berhak memberikan pernyataanya 

mengenai menyetujui atau tidak permohonan calon nasabah kredit pemilikan 

rumah.  

Sebelum memberikan persetujuan permohonan, calon nasabah terlebih 

dahulu melakukan atau mengajukan proposal permohonan yang disertai 

kelengkapan berkas sesuai syarat yang nantinya akan dinilai melalui karakteristik 

yang ada pada sistem kredit pemilikan rumah di PT. Bank BRISyariah Cabang 

medan. Karakteristik dilihat dari cara bagaimana kita berkomunikasi langsung 

dengan calon nasabah melalui wawancara dan melihat sifat ataupun keadaan yang 

dimiliki calon nasabah tersebut mulai dari memiliki watak yang baik sampai tidak 
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terikat kredit macet dengan bank lain dengan cara BI Checking. Dengan hal itu, 

pihak perusahaan akan mengetahui dan dapat menilai bagaimana karakter yang 

dimiliki calon nasabah apakah masuk dalam kriteria seleksi yang mereka tentukan 

dengan tidak membedakan antara faktor keturunan, suku, maupun daftar riwayat 

hidup yang dimiliki setiap calon nasabah. 

Kemudian ketika karakter yang diinginkan terpenuhi, pihak bank lalu 

menilai dari sisi kemampuan finansial yang dimiliki setiap calon nasabahnya yang 

akan melakukan kredit pemilikan rumah dengan kualifikasi penghasilan yang 

harus dimiliki atau dicapai adalah 35% dari pendapatan bersih setelah 

dilakukannya potongan kredit dari bank lain. Selanjutnya dari pendapatan yang 

dimiliki pihak bank menilai kapasitas kemampuan pelunasan kredit pembiayaan 

rumah calon nasabah dengan dimana tempat ia bekerja sampai jabatan yang 

dimiliki serta, dari hal tersebut pihak bank mampu melihat sampai mana 

kemampuan kondisi ekonomi sosial calon nasabah dalam mempertanggung 

jawabkan kredit pemilikan rumah yang diajukannya dengan rutin melakukan 

pembayaran untuk pelunasan kreditnya. 

Disisi lain, jaminan merupakan hal yang wajib diberikan calon nasabah ke 

pihak bank sebagai upaya akhir pelunasan pembiayaan apabila nasabah memiliki 

kendala pembayaran kredit pemilikan rumah sehingga jaminan harus dapat 

menutupi sisa pembiayaan dengan kualifikasinya jaminan tersebut merupakan 

surat hak milik atas bangunan atau tanah, berada dalam keadaan baik dengan 

posisi strategis dengan kata lain mudah untuk diakses dan tingkat kemudahan 

penjualan angguanan dapat memenuhi pelunasan pembiayaan kredit pemilikan 
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rumah serta tidak berada di daerah saluran udara tekanan ekstra tinggi, dan tidak 

berada dekat dengan pemakaman umum. 

Poin penilaian terakhir dalam sistem kredit pembiayaan rumah adalah 

kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, politik, budaya, yang sewaktu-waktu 

perubahannya dapat mempengaruhi gaya hidup nasabah yang berakibat pada 

kemampuan pelunasan pembiayaan kredit pemilikan rumah. Oleh karena itu, 

pihak bank dituntut untuk benar-benar selektif dalam memilih dan menyetujui 

calon nasabahnya untuk melakukan kredit pemilikan rumah di PT. Bank 

BRISyariah Cabang Medan.  

Kemudian ketika seluruh syarat terpenuhi, maka dilakukannya analisis 

sistem dan prosedur kredit pemilikan rumah oleh PT. Bank BRISyariah yang 

dimulai dari prosedur pembiayaannya dimana prosedur pembiayaan secara formal 

dimulai dari permohonan pembiayaan, analisis permohonan, persetujuan 

pembiayaan sampai dengan pencairan dan monitoring. Langkah-langkah yang 

dilakukan oleh pihak PT. Bank BRISyariah Cabang Medan dalam menyeleksi 

calon nasabah adalah dengan memastikan bahwa calon nasabah benar bekerja dan 

perusahaannya profitable dalam 15 Tahun kedepan. Lalu memastikan nasabah 

tidak memiliki masalah dengan catatan pinjaman di BI lalu rumah atau aset yang 

dimiliki layak dan bebas dari permasalahan serta nasabah memiliki komitmen 

dalam mengangsur pembiayaan tersebut. Kemudian prosedur selanjutnya adalah 

pertimbangan permohonan kredit kepemilikan rumah yang mencakup pengajuan 

oleh calon nasabah datang ke PT. Bank BRISyariah Cabang Medan dengan 

melengkapi dokumen atau persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir 

aplikasi. Lalu, calon nasabah mengajukan proposal pembiayaan untuk 
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dilakukannya analisa data calon nasabah. Pengumpulan data tersebut akan dicek 

keaslian dokumen lalu kemudian di stempel oleh account officer dan tahap 

selanjutnya dilakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah. Hal 

yang menjadi pertimbangan pihak bank dalam mengambil keputusan untuk 

menyetujui permohonan pembiayaan KPR adalah karakter, komitmen, 

kemampuan nasabah, kelayakan agunan dan kondisi ekonomi dalam 15 Tahun 

kedepan. Proses ini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan Fatwa 

DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang berbunyi bahwa 

nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset 

kepada bank. 

Lalu berlanjut ke tahap persetujuan permohonan pembiayaan kredit 

pemilikan rumah oleh pihak bank dengan melakukan pemeriksaan melalui BI 

Checking calon nasabah, penilaian jaminan oleh Apraisal, investigasi tempat 

bekerja calon nasabah yang meliputi cek lokasi kerja, status kerja, pendapatan, 

jabatan. Yang seluruhnya menjadi pertimbangan matang bagi pihak perusahaan 

sebelum memutuskan persetujuan permohonan pembiayaan tersebut. Proses ini 

sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan standar operasional prosedur 

pembiayaan dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah yang berbunyi bahwa Jika bank menerima permohonan tersebut, maka 

ia harus membeli aset tersebut kemudian menawarkan aset tersebut kepada 

nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang 

telah disepakati karena secara hukum janji tersebut mengikat dan kedua belah 

pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini bank dibolehkan 
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meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani akad awal 

pemesanan. 

Selanjutnya prosedur pencairan permohonan pembiayaan kredit pemilikan 

rumah berisi tentang tanda tangan akad pembiayaan yang berisi perjanjian 

pembiayaan dan akta jual beli (AJB) dan setiap pelaksanaan penandatanganan 

wajib didokumentasikan serta dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Setelah 

semua syarat terpenuhi dan sudah disetujui maka bisa langsung dilaksanakan akad 

atau ijab qabul. Proses pengikatan berisi tentang persiapan dokumen akad, ceklis, 

dan comlpy dokumen calon nasabah. Proses ini sah secara hukum islam karena 

telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Dan yang terakhir mengenai 

monitoring/pemantauan atas pelunasan pembiayaan kredit kepemilikan rumah 

dimana monitoring dilakukan pihak bank demi kalancaran nasabah dalam 

melunasi kredit dan mematuhi prosedur yang dari awal sudah disepakati kedua 

belah pihak. Dan pemantauan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah di bagian Penundaan Pembiayaan Kredit 

yang berbunyi Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutangnya.Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan 

sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur kredit 

pemilikan rumah di PT.Bank BRISyariah Cabang Medan sudah sesuai dengan 

Akad Murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 
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Tentang Akad Murabahah. Yang mana dalam implementasi perbankan syariah 

dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) berdasarkan harga barang 

yaitu harga asli pembelian dimana pembeli harus diberitahu akan keuntungan 

barang yang dijual belikan (agar terhindar riba) dan barangyang diperjualbelikan 

harus jelas spesifikasinya. Dan penelitian ini sejalan atau sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiawati Tahun 2009 yang berjudul “Analisis Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNISyariah 

Cabang Medan” bahwa hasil penelitian menunjukkan kredit pemilikan rumah 

(KPR) telah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah dan analisis 5C sebagai 

dasar pertimbangan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) di BNISyariah 

Cabang Medan. Selain melakukan wawancara mengenai sistem dan prosedur, 

peneliti juga meminta saran kepada pegawai bank mengenai tips bagi calon 

nasabah untuk mendapatkan persetujuan permohonan pembiayaan kredit 

pemilikan rumah di PT. Bank BRISyariah Cabang Medan yaitu kelengkapan data 

wajib dipenuhi baik penyajian berkas serta menghindari kecurangan data baik 

pada saat wawancara maupun survey lapangan. Lalu, mempertimbangkan nilai 

kenaikan aset yang akan dibeli, menjaga kualitas pembiayaan diri terhadap kredit 

dengan bank lain sehingga dapat lulus seleksi dalam BI Checking, dan memiliki 

antusias dalam komunikasi kepada pihak bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitiaan pada PT. Bank BRISyariah Cabang 

Medan yaitu : 

1. PT. Bank BRISyariah Cabang Medan merupakan salah satu perbankan 

yang bergerak dalam penghimpunan dana serta penyaluran dana yang 

sesuai dengan syariat islam.  

2. Jenis-jenis KPR yang dimiliki PT. Bank BRISyariah Cabang Medan 

yaitu KPR bangun/pembelian rumah, revinancing, reguler, FLPP Subsidi 

pemerintah, ruko, apartement, rusun.  

3. Dalam analisis sistem dan prosedur PT. Bank BRISyariah Cabang Medan 

dalam memberikan keputusan penilaian permohonan pembiayaan kredit 

pemilikan rumah menggunakan prinsip 5C yaitu character, capital, 

capacity, collateral, dan condition sebagai dasar pertimbanagn. 

Sedangkan prosedur kredit pemilikan rumah di PT. Bank BRISyariah 

Cabang Medan memiliki tahapan yaitu prosedur pembiayaan KPR, 

analisis permohonan KPR, persetujuan permohonan pembiayaan KPR, 

pencairan permohonan pembiayan KPR, dan monitoring dalam 

pelunasan pembiayaan KPR. Keseluruhan sistem dan prosedur KPR ini 

telah diatur dan sesuai dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah.   
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4. Dalam kemudahan untuk mendapatkan persetujuan permohonan 

pembiayaan pihak bank memiliki saran bagi calon nasabah yang 

mencakup kelengkapan data wajib dipenuhi baik penyajian berkas serta 

menghindari kecurangan data baik pada saat wawancara maupun survey 

lapangan. Lalu, mempertimbangkan nilai kenaikan aset yang akan dibeli, 

menjaga kualitas pembiayaan diri terhadap kredit dengan bank lain 

sehingga dapat lulus seleksi dalam BI Checking, dan memiliki antusias 

dalam komunikasi kepada pihak bank. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di PT. Bank BRISyariah 

Cabang Medan, maka saya akan memberikan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada PT. Bank BRISyariah Cabang Medan lebih mengenalkan 

produk KPR Syariah kepada masyarakat agar kredit pemilikan rumah 

terutama KPR Syariah lebih diminati masyarakat bagi yang muslim maupun 

non muslim dan tergerak untuk menggunakan sistem perbankan syariah. 

2. PT. Bank BRISyariah Cabang Medan diharapkan lebih meningkatkan 

pelayanan akan sistem dan prosedur KPR Syariah kepada masyarakat agar 

lebih diminati dan berpengaruh terhadap target yang direncanakan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa lebih baik lagi dalam 

meneliti tentang sistem dan prosedur pembiayaan kredit pemilikan rumah 

(KPR) dan lebih mendalami pembahasan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik dari sebelumnya. 
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4. Untuk pembaca diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu baru yang 

bermanfaat mengenai sistem dan prosedur pembiayaan kredit pemilikan 

rumah (KPR) di PT.Bank BRISyariah Cabang Medan. 
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